
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan penelitian dan menjelaskan pada bab-bab 

sebelumnya mengenai skripsi yang berjudul “Tinjauan Normatif Niet 

Ontvankelijke Verklaard (N.O) Akibat Obscuur Libel Sengketa Waris (Studi 

Kasus Nomor Perkara 1706/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr.)”, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa dalam perkara ini : 

1. Pertimbangan  hakim dalam perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr 

menyatakan N.O atau tidak dapat diterima dikarenakan obscuur libel 

berupa ketidak jelasam dalam posita yang diajukan Para Penggugat. 

Namun peneliti menilai bahwa putusan akhir Majelis Hakim yang 

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1125/K/Pdt/1984 kurang 

tepat. Dalam kasus ini, gugatan dinyatakan Niet Ontvankelijk (N.O) akibat 

error in persona, khususnya terkait plurium litis consortium atau 

kurangnya pihak. Namun, dalam kajian peneliti pada perkara nomor 

1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, gugatan yang dinyatakan N.O karena cacat 

formil berupa Obscuur Libel.  

Peneliti lebih merujuk pada Yurisprudensi Nomor 

280/PDT.G/2017/PN JKT.SEL, di mana gugatan dinyatakan N.O oleh 

Majelis Hakim akibat Obscuur Libel dalam bentuk ketidakjelasan dalam 

objek dan subjek. Selain itu, Yurisprudensi Nomor 2626 K/Pdt/2019 juga 

mencakup gugatan Obscuur Libel karena ketidakjelasan dalam posita dan 

petitum, serta tidak menjelaskan batas-batas objek terhadap tanah warisan 
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ahli waris. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim untuk menyatakan 

gugatan N.O atau tidak dapat diterima dalam perkara nomor 

1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr adalah tepat mengingat cacat formil yang 

ada berupa Obscuur Libel. 

2. Pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement op de Rechtsvordering) gugatan dapat 

diterima apabila identitas, objek, posita dan petitumnya jelas serta 

memiliki dasar hukum. Dalam perkara nomor 

1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kd terdapat posita 10,11, dan 12 dan revisi no 2 

Penggugat 13 tidak jelas terutama terkait dengan legalitas atau kedudukan 

dari ahli waris pengganti. Gugatan tersebut tidak menjelaskan secara jelas 

bagaimana ahli waris yang telah meninggal dunia terkait dengan ahli waris 

pengganti, tidak mencantumkan informasi tentang kapan dan dengan siapa 

almarhum ahli waris menikah, serta bagaimana hak-haknya dapat 

digantikan oleh ahli waris penggantinya, baik dari anak-anaknya maupun 

pihak lainnya.  

Konsep ahli waris pengganti atau Plaatsvervulling, diatur dalam 

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, memungkinkan anak dari ahli waris 

yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris untuk menggantikan 

kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Namun, terdapat pengecualian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 173. Bagian yang diterima oleh ahli waris 

pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli 

waris yang digantikan. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis 

menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

dari penelitian dan penjelasan yang telah dikaji, sebagai berikut: 

1. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri: Peneliti menyarankan agar 

lebih memperhatikan pertimbangan dan putusan yang diambil, terutama 

dalam hal penyesuaian posita dalam penggugat terhadap pertimbangan 

hakim, serta memberikan putusan Yurisprudensi yang sesuai dan masih 

berlaku dengan perkara yang yang dihadapinya.  

2. Kepada Para Pihak yang berperkara: Peneliti menyarankan agar mereka 

dapat membuat surat formulasi gugatan dengan jelas, detail dan teliti dalam 

seluruh pengajuan gugatan, atau memilih kuasa hukum yang berpengalaman 

dan menguasai ilmu berperkara khususnya dalam ilmu waris. Agar 

terlaksana dengan memuaskan dan dapat menyelesaikan masalahnya 

dengan puas secara hukum.  

Dengan demikian, seseorang yang mengajukan gugatan perlu 

mempelajari pengajuan formalitas gugatan atau memilih kuasa hukum yang 

benar-benar mahir dan menguasai ilmu dalam pengajuan formalitas 

gugatan. Hal ini penting karena masih banyak yang mengajukan gugatan 

dengan ketidakjelasan dan kurangnya pemahaman tentang prosedur di 

Pengadilan Agama. Ketidakjelasan dalam gugatan dapat merugikan 

penggugat karena proses peradilan yang panjang dan melelahkan, serta 

menyebabkan pengeluaran biaya yang besar. 
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